PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT e

NOMOR % TAHUN 2021
TENTANG '

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SER’E‘A
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Menimbang

a.

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor 107-" |
Tahun 2016 telah dltetapkan Keciudukan Susun
Organisasi, Tugas da;a Fungsi serta Tata Keija Dmas_
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provms1 Kah_
Barat sebaga:mana telah dzubah dengam Peramran:
Gubernur Nomor 87 ’I‘ahun 2019 tentang Perubahan Aias_
Peraturan Gubemur Nomcr 107 Tahun 2016 tentang
Kedudukan; Susunan Orgamsas1 'I‘ugas dan Fungs1 sérta
Tata Kerja . Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Dés
Provinsi Kahmantan Bai at; ' '

bahwa dalam rangka efektlﬁtas penye}enggaraan ‘E:ugas:
dan fungsi di bidaﬂg pemberdayaan masyarakat "I-da
desa, serta penyesualan nomenklatur dengan_ program
kerja sesuai Peraturan Menten Dala_m Negerz Nomcr
Tahun 2019 tentang Klaszﬁkasz, Kodefikasz_
Nomenklatur: Perencanaaﬁ Pembangunan dan Keuang __
Daerah sebagalmana telah  dimukta _jrkan cienga 1
Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 050 3708 Tahun
2020, maka Peramrari Gubemur Nomor 107 Tahun 2016_
sebagaimana dlmaksud dalarn hm uf a, perlu digantl

bahwa berdasarkaﬁ pertlmbangan sebaga.imaﬁa
d1mal<:sud daiam humf a dan huruf b maka'*

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-::__.”;.:__:_..
Kalimantan Barat; - : S e

[
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik

[ndonesia Nomor 1106};

3.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara,
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
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9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6} sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN -GUBERNUR  TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA -
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh’
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya -

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik' Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pememntahma o

yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan RBarat,

ARG FERAHNGKAT DAEZREAH
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19,

- -

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat jraﬁg R

selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan. pemermtahan-
daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. :

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa -

Provinsi Kalimantan Barat. . ;
Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan .teknis op'erasionai e

dan/atau kegiatan teknis  penunjang pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profe& bag1

pegawai negeri sipil dan pegawal pemerintah dengan per;em}lan ker_]a ya,nor e

bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dzsebut Pegawal ASN{ R IR
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 0 -
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan'diserahi mgas_'?_-:’“: o
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lamnya dan'.- -

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adaiah Waiga negaraf :_ 5
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat: sebaga1 Pegawa1 ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudukl 5abatan"!_ Ll e

pemerintahan,

Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang bems1 fungsa danﬂf
tugas berkaitan dengan pelaym’zan publik serta admmmtrasx pemeﬂnmhan;'._ R

dan pernbangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang mendudukz Jabatan='

Administrasi pada pemerintah Provm31 Kalimantan Barat.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang beusz fungsz danz:ﬁ_:“-’:ﬁi
tugas berkaitan dengan pelayanan fungszcnai yang berdasarkan pada’_'j_--‘f._'_;?@3__.--_

keahlian dan keterampilan tertentu.

Pegjabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang memdudulﬂ Jabatan Bt

Fungsional pada pemerintah Provinsi Kahmaﬂtan Barat.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disébut dengan nama. 3a1n St R
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat ‘hukum yang'i.z’_h B e
mermiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur. dan mengurus TR :':' ;'
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempai: be1dasarkan; Ea
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau: hak tradlsmnal yang diakui e
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repubhk SR e R

Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemermiahan dan.'_._’i.

kepentingan masyarakat setempat dalam  sistem pemermtahan Negara' e
Kesatuan Republik Indonesia. : : s

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dlsebut dengan rama 13311 L = r o

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyeienggara Pemermtahan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah .upaya. mengembangkanﬁ-_-:’ SR
kemandirian dan kesejahteraan masyarakai dengan menmgkatkan__ﬂ_ 5 =
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan kesadaran sel’ca”_;'_:_@ RS
memanfaatkan sumber daya melalui penietapan - kebual{an pmgram - i
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi: masalah dan

prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
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20. Pembangunan Desa adalah upaya penmgkatan kuahtas h}dup da_n oy

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyaraka’c Desa _

21. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegxatan u‘i'amaf_ -
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan .

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. .

23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan ash Desa O
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belan;a Desa Bt

atau perolehan halk lainnya yang sah.

BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkeduduka_n dl bawah daﬂ :

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASE
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

. Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur - melaksanakan urusan i
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas. pembaﬂman d],-_.{:;? 2
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketemuan pera‘i:uran L

perundang-undangan.

| Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagazmana dimaksuci dalam Pasai 3 Dmas'f":'-z- P

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan program kerja di bidang pemberdayaan ma&yaraka'i: dan desa, __ j;:'-.

b. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa; penataan c‘aai*’if"f-. g
kerjasama desa, serta pembangunan dan pembeadayaan masyaz akat desa, SR

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa penataan daﬂ

kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberc}ayaan masyarakat desa

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang. pememmahan desa L
penataan dan kerjasama desa, serta pembangurian dan- pembeldayaan:j; i

masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan

e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di ”blda:ng pemermtahan des&,'?f.‘_'_;i‘j'3_}'--'.- ::
penataan dan Kkerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayami* e

masyarakat desa;
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f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan ~desa;
penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pembérdayaan
masyarakat desa,;

g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP}, dan pelayanan publik di lingkungan Dinas:

h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan

i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh -

Gubernur di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Eéﬁuﬁl ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bégian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1} Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Pemerintahan Desa;

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa; . _ _
Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa da:n 3
Unit Pelaksana Teknis; o

o o0 TR

(2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lamplran ya,ng :_ ;

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini..

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 aya‘t (1) huruf a,-_". s
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordzna81kan ‘membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegl&ian'{ e
dinas di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta'._'.:”"ﬁ_: i
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai - ketentuan.

peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepaia._;:...;:._,-_.._ S

Dinas mempunyai fungsi :

a. penetapan program kerja di bidang pemberdayaan mas’j*areikat'_déﬁde_sa;'

b. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, penat&an dan
kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; -
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c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan desa, peh‘afaaﬁ dan -
kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang pemerintahan desa, )
penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan -
masyarakat desa,;

e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pemerintahan desa,

penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa,;
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi,
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan
publik di lingkungan Dinas;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di =~
bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, smta-- '

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubemur-berkenaan dengan:

perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, penataan dan.

kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyal akat
desa; dan R

J.  pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan s .

masyarakat dan desa yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dlpimpm. el
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung;awab kepada' L

Kepala Dinas.

Pasal O

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 'keﬁij'akan: di

bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, momtormg ‘dan B
evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian serta bertanggung]awab FERSRS R

memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi - ch' E
lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretanat A

mempunyai fungsi ;

a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana "keijéi, S

keuangan dan aset, mcmtomng dan evaluas:t, serta umum dan apara‘cur S
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c. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana 'kerj'a:' k’éﬁé_ﬁgam e
dan aset, monitoring dan evaluasi, serta umum dan aparatur di lmgkungaﬁ
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -

d. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, keuangan dan aset
monitoring dan evaluasi, serta umum dan aparatur;

e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana ker}a A
pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, serta um_um dan
aparatur di ingkungan Dinas;

f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di hngkungan
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - :

pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem’ Akuntabﬂltas: ﬁ

go

Dinas;

h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungm ch Imgkungan-._
sekretariat; : '

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepaia Dmas berkenaan. PR I e

dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

J.  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan . pelaporan . terhadap pelaksanaan |

tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretana‘éan yang dlserahkan oleh:'--:

Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang- undanga:n '

Pasa_l 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 membawah1
a. Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset dan-
b. Sub Bagian Umum dan Aparatur.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masmg—masmg dipimpmj;__lf'..f
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada ch bawah dan'._' "3

bertanggungjawab kepada Sekretaris,

Pasal 12

Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset sebaga;mana dlmaksud dalami'i_: it
Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dani mengolah bahan: ey
kebijjakan di bidang penyusunan rencana ke:qa keuanga_n dan Laset, S
monitoring dan evaluasi, serta mengendalikan - pelaksanaan keglatan sesuaz R e,

tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam’ Pas'rvd 12 Sub'jiz'zi"z"'  ' gl

Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset mempunyai fangsz

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kezja, _Keuanffan cian Aset SO

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan pemmusan kebgakarx d1 biciangf;__':':f-':_.f'_f..-:."f”_' |
penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, smta momtoung dan'é-: L

evaluasi di lingkungan Dinas;

)
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Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalarﬂ Pasai 11 ayat' i | L
(1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan Lebgakan di
bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan keglatan sesuai SR
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pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan’
aset, serta monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan -peraturan
perundang-undangarn;

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan Sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di

bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, serta monitoring
dan evaluasi;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub
Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan [

tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset
serta monitoring dan evaluasi;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap o

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja,
keuangan dan aset, serta monitoring dan evaluasi; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang penyusunan rencana keérja, keuangan
dan aset, serta monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaﬁs

Pasal 14

dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Sub' "

Pasal 15

Bagian Umum dan Aparatur mempunyau fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatm

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebgakan dl bldang_.._' p

umum dan aparatur di lingkungan dinas;

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas da:n -_fun’gsi. '_di._

lingkungan sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan f33111ta31 sesuai tugas dan fungsz d1 bldang S
umum dan aparatur,

pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai- ketentuaﬁf S

peraturan perundang-undangan;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pa.da Su‘b';

Bagian Umum dan Aparatur;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris: belkenaan dengan' L
tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; ’

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan lapora:n ‘tez hadap ! _ S

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang dlserahkan EEOE

oleh sekretaris.
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Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan Desa
‘Pasal 16

Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)'

huruf ¢, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang berada di. bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

‘Pasal 17

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas 1nenyiap1;an'”ba}ian' dan
merumuskan kebjjakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi. . o
perkembangan desa dan kelurahan, aparatur pemerintahan - des&, keuangan._’-_- C
dan aset desa, serta bertanggungjawab memnnpm selumh keglatan pelavanan' R e

dan administrasi di bidang pemerintahan desa.

‘Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagazmana dimaksud. dalam Pasal 1’7 Bldang-'_

Pemerintahan Desa mempunyai fungsi : -
a. penyusunan program kerja Bidang Pemermtahan Desa D
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bzdang pexeneanaaﬂ =

dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan; aparatm pemelmtahan;_g_ e

desa, serta keuangan dan aset desa;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan -di - bidang perencaﬂaan daﬂ
evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, aparatur pemermtahan desa,} G
serta keuangan dan aset desa sesuai ketentuan peratuian perumdang—-ﬁ_ R

undangan;

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pememntah daemh dl-f{.i :" j
bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa’ dan kelurahan, B S
aparatur pemerintahan desa, serta keuangan dan- asef: desa sesual._ S

ketentuan peraturan perundang—-undangan

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fung51 d: bldang[-';':
perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan keimahan aparamr e

pemerintahan desa, serta keuangan dan aset desa:

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz d1:'-'-'-}-.
bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan’ kelurahan,:;;
aparatur pemerintahan desa, serta keuangan dan asei: desa sesualﬁ}__r_'-'_ s

ketentuan peraturan perundang-undangan; .

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan- pelaporan terhadap peiaksanaan:'i._.": .'
tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan evaluas1 perkembangaﬁ desa; - i L
dan kelurahan, aparatur pemerintahan desa,; sérta kéuaﬁgm*z daﬁ asei_"__._-;

desa;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Danas berkenaan:'_"';'f, S
dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan  dan. - -evaluasi: -
perkembangan desa dan kelurahan aparatm pemermtahan desa serta._____:;_. e

keuangan dan aset desa; dan

i. pelaksanaan fungsi lain ya:ﬂg diberikan oIeh Kepala Dlgnas d; i dang_i-'"f": B

pemerintahan desa ‘Sm%%g TpeETa Uran. perundang- mndangan
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Pasal 19

(1) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
membawahi :

a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
b. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa; dan
¢. Seksi Keuangan dan Aset Desa.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang |

Pemerintahan Desa.

Pasal 20

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas

mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di ‘bidang :
perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan seita N

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seéksi R
Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan mempumyaz EE

fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangaﬂ ST R

Desa dan Kelurahan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis: di |
bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan; '

¢. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan evaluasi - )
perkembangan desa dan kelurahan sesuai ketentuan  peraturan

perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perencanaan dan evaluam R

perkembangan desa dan kelurahan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di =
bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahian;

f.  pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala  bidang berkenaan -

dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan- dan evaluasi
perkembangan desa dan kelurahan; '

g pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan - terhadap.
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan evaluasi
perkembangan desa dan kelurahan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan dan evaluasi
perkembangan desa dan kelurahan yang diserahkan oleh Kepala Bidang, -

HARG PERANGEAT DABRAR
UM PEMBAMANRSA
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Pasal 22

Seksi Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
perumusan kebijakan teknis di bidang aparatur pemerintahan desa, serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi
Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Aparatur Pemerintahan Desa;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang aparatur pemerintahan desa;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang aparatur pemerintahan desa
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang aparatur pemerintahan
desa;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
aparatur pemerintahan desa;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang aparatur pemerintahan desa;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan _terhadap” o
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aparatur pemerintahan desa; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang aparatur pemerintahan desa yang -
diserahkan oleh Kepala Bidang. '

Pasal 24

Seksi Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ay at (1)~ |
huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset desa, serta mengendahkan :
pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksz )

Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Seksi Keuangan dan Aset Desa;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan telnis di
bidang keuangan dan aset desa;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset desa

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang keuangan dan aset desa;

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas d&m fu:ngm di bidang

keuangan dan aset-desa;
ARG PERANGHRAT IFAaERAH
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f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bldang berkenaan SEREE

dengan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset desa;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 1aporan terhadap' .
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan asef desa; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan  aset’ desa yang .

diserahlkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Pasal 26

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pésal"Sﬂ'_'

ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dz bawah e

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas menylapkan bahan_ =

dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penataan desa, kerjasama desa T
dan kawasan perdesaan, kelembagaan, sarana - dan prasarana pelayanan_ SR g
pemerintahan, serta bertanggungjawab memimpin selturuh laegzatan pelayanan._':_-:?- R

dan administrasi di bidang penataan dan kerjasama desa.’

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasaj 27 Bldang

Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan tekms di- bldang penataan"."f-i
desa, kerjasama desa dan kawasan perdesaan, keiembagaan, sarana dan_.;____}_f_. i

prasarana pelayanan pemeriniahan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan _di _ bzdang ps«:na‘taan desa, S
kerjasama desa dan kawasan perdesaan; keleinbagaan, ‘sarana - ciani_,
prasarana pelayanan pemerintahan sesuai ke'teﬁtuan peraturan--f e

perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemermtah daerah dl g
bidang penataan desa, kerjasama desa  dan kawasan perdesaa_n
kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pememntahan sesua;t:'

ketentuan peraturan perundang-undangan; -

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fuﬁgsx dl bidang*:.'f._'_.:;: L
penataan desa, kerjasama desa dan kawasan pmdesaan I{eiembagaan e R

sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap- peiaksanaan tugas dan fung& ch';.';-:
bidang penataan desa, kerjasama desa dan* kawasan - perdesaan o
kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemermtahan sesual-_ . L

ketentuan peraturan perundang-undangan;
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pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang penataan desa, kerjasama desa dan kawasan
perdesaan, kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan; _-
pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang penataan desa, kerjasama desa dan

kawasan perdesaan, kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan
pemerintahan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang

penataan dan kerjasama desa sesuai ketentuan peiatman perundang-.

undangan.

Pasal 29

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam -
Pasal 26 membawahi :
a. Seksi Penataan Desa;

b, Seksi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan; dan

c. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pelayanan Péihefiniahaﬁ" L -
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oieh Seoramg Kepala_’. A o
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bldangf; o

Penataan dan Kerjasama Desa.

Pasal 30

Seksi Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29&3;&1': (1) }mruf a,

mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebz;akaﬂ tekms da bldang_-.;-':_ et
penataan desa, serta mengendalikan pelaksanasn kegaa‘tan sesueu dengan__“-_. o

tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Seksi-

Pasal 31

Penataan Desa mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Seksi Penataan Desa;

pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebuakan tekms d1 e

bidang penataan desa;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penataem desa Sesua1f_;5 SRR

ketentuan peraturan perundang-undangan; _
pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pena‘taan desa

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan flingS} c‘u e

bidang penataan desa,;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bldang ’berkenaan-

dengan tugas dan fungsi di bidang penataan desa; -

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan | laporan ‘teihadap' e

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan desa; dan o

pelaksanaan fungsi lain di bidang penataan desa yang diserahkan 01@11-__.__. i

Kepala Bidang.
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Pasal 32

Seksi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
kebijakan teknis di bidang kerjasama desa dan kawasan perdesaan, serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi
Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang kerjasama desa dan kawasan perdesaan;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kerjasama desa dan kawasan
P
perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangarn;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kerjasama desa dan L

kawasan perdesaan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang kerjasama desa dan kawasan perdesaan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidaﬁg berkenaaﬁ -

dengan tugas dan fungsi di bidang kerjasama desa dan kawasan
perdesaan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan - terhada?

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama desa dan kawasan

perdesaan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kerjasama desa dan kawasan perdeSaaﬁ E
yvang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Seksi  Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemerintahan _
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)} huruf c, mempuﬁyai tugas - -
mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang kelembagaan,. AN
sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan, serta rnengendahkaﬁ' -

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam-PaSa}. _34;"Seksi

Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemerintahan mempunyai

fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan, Sarana daﬁ Prasarana.
Pelayanan Pemerintahan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan __teknié di
bidang kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan;

HARG PERANGHAT DARRAH
HUKUM PEMRBARAREA

A 12 1 4

¥

ABIBTENT SEHETA




-~ 16 -

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan, sarana dan
prasarana pelayanan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kelembagaan, sarana dan
prasarana pelayanan pemerintahan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan |
dengan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana
pelayanan pemerintahan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, sarana dan
prasarana pelayanan pemerintahan; dan '

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana -
pelayanan pemerintahan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pasal 36

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagazmana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1} huruf e, dipimpin oleh se¢orang. Kepala Bldang:' . i

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dmas

Pasal 37

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyal tuga,s_ ; -

menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan -dan - pelaksanaa;z'-"3

kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan 1embaga desa,.ijg'
pembangunan dan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonoml sumber ¢

daya alam dan teknologi tepat guna, serta beﬁanggung]awab memampm'

seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembanguﬁan dan

pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3’7 E’ﬂdaﬁg B

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyaz fungs1

a. penyusunan program Kkerja Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan : e

Masyarakat Desa,;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis d1 'bidaﬁg-

pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa, pembangunarl “dan f

pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, sum’ber daya alam dan
teknologi tepat guna;

KARD PERANGHAT DAERAH
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penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan lembaga desa, pembangunan dan pelayanan sosial dasar,
pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di
bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa, pembangunan dan
pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan
teknologi tepat guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa, pembangunan dan
pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan
teknologi tepat guna;

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa, pembangunan dan
pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan
teknologi tepat guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa,
pembangunan dan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi
sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan

lembaga desa, pembangunan dan pelayanan sosial dasar, pengembangan
ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang.
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaamana- o
dimaksud dalam Pasal 36, membawahi :

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Desa;
b. Seksi Pembangunan dan Pelayanan Sosial Dasar; dan

c. Seksi Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat
Guna.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala - :

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala B1dang' PR

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 40

3eksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Desa sebagaimana dimaksud =
dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah.

bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga:
desa, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas daﬁ

fungsinya.
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Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi
Pemnberdayaan Masyarakat dan Lembaga Desa mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga
Desa;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyaralkat
dan lembaga desa sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan,;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat
dan lembaga desa;

€. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa;

f.  pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan
lembaga desa,

g pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan . o

lembaga desa; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga o

desa yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 42

Seksi Pembangunan dan Pelayanan Sosial Dasar sebagazmaﬁa dimaksud -
dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah R

bahan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan pelayanan sosial. dasar, o

serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dem
fungsinya. :

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Sekm : -

Pembangunan dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai fungsi

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembangunan dan Pelayanan 8051a1

Dasar;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebljakan tekms d1_'-::__ L '

bidang pembangunan dan pelayanan sosial dasar;

¢. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan peiayanan Lo

sosial dasar sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan,

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunm da:ﬂ'_.:'
pelayanan sosial dasar;

€. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan’ fungs1 dl bldang'. ’
pembangunan dan pelayanan sosial dasar; : "

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan"'. |  - -
dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan peiayanan sosnal T R

dasar;
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pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pelayanan
sosial dasar; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang pembangunan dan pelayanan sosial
dasar yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Seksi Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas
mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan
ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pagal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi
Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
mempunyai fungsi :

a.

penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya
Alam dan Teknologi Tepat Guna;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat -
guna;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan ekonomi,

sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai ketentuan pe'ratu;ranl o

perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan ekonomi, ' -

sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di -bidéthg o

pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat gurnia;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan |

dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi, sumber daya
alam dan teknologi tepat guna;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi, sumber
daya alam dan teknologi tepat guna; dan '

pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan ekonomi, sumber daya -

alam dan teknologi tepat guna yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
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Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 46

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf f dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

{2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada _
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 47

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kérja"Ufii’é"

Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 48 |

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah ‘dan bertanggumg'

jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi- Pratama);’ Pejabat o -
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaztan dengan I R
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesual

ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberlkan pelayanan 5 i
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan '

peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai keten‘tuan'._-:
peraturan perundang-undangan. '

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 49

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari 'Pegéﬁfal ASN

vang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- et

undangan.

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsmnai diangkat dari- Pegawaz ASN.

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan pemndang«'
undangan.

(3) Pengangkatan dalam jabatan dz lingkungan Dinas memperhaﬁkan syai‘at

dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan pelundang—undangan S
(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa Ja'batan bagl.

Pegawai ASN dalam suatu  jabatan disesuaikan dengan ketentuan o 4

peraturan perundang-undangan,

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketem:uan

peraturan perundang—undangan
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Pasal 50

Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan setelah
mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkait sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan maupun penghapusan -
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pen_gelo]:aan :
kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu

Tata Kerja
Pasal 51

Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi,

mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada -
bawahannya.,

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat
Fungsional = wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi .dan

sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah e

lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fun'gsi pengawasai1

di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan - - |

untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua

Laporan
Pasal 52

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya -_dan

memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Dagrah

perihal kebijakan yang ditetapkan.
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Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja ‘kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang dlS"ﬁSUI’l sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan peialcsanéan “tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 53

Peiaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dzbebankan pada'._ 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas iaumya R
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara '

' BAB VII
KETENTUAN LAIN-LATN

Pasal 54

Uraian jabatan untuk setiap jabatan di hngkungaﬂ Dinas dlte‘capkan 1016]’%1{-_._3E S

Gubernur sesuai ketentuan peraturan pertmdangwundangaﬁ

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang beltanggung]awab d1 bzdang-r__-
organisasi memberikan asistensi dan = fasilitasi terhadap penatami

organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan ker}a sama dalam kegiatan";.}“f e i

pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. A T

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsmya aﬂar' selmuh Pegabat_'f- | -
Administrasi dan Pejabat Fungsional - berpedoman pada ketentuan_} R R

peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Pegawaa ASN Vang
melaksanakan tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Provms1
Kalimantan Barat tetap melaksanakan mgasnya sepamang belum ada
penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian. '
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor ¥
107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Provmsa

Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat: Tahun 2016

Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 87 -

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 107. Tahun'_’...::_' EEE
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata - B RS
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 88) serta Segala
ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan denga‘ﬂ Peraturan"_-
Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. :

Pasgal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal d1undangkem :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan o -
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Provms1 SO IR

Kalimantan Barat,

Ditetapkan di Ponuanak _
pada tanggal & Wl o

e

@ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT/g

" SUTARMIDJI *

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal [, e ol

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 54

e
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